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ABSTRAK

Undang-undang Dasar 1945 mengatur hak upah sebagai salah satu hak
konstitusional pekerja. Namun, dalam kasus hubungan kerja, hak upah seringkali
menjadi  alasan perselisihan hak. Dalam kasus nomor 311/Pdt.Sus-
PHI/2022/Jkt.Pst, perselisihan dimulai dengan pemotongan hak upah pekerja dalam
keadaan force majeure akibat pandemi covid-19 tanpa ada kesepakatan pekerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 57 tidak
sesuai dengan ini. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis membandingkan kasus
ini dengan kasus serupa yang terjadi pada keputusan 274/Pdt.Sus-PHI/2021/Jkt.Pst.
Kasus-kasus ini berbeda dalam hal pemenuhan hak upah akhir. Akibatnya, penulis
membandingkan kedua kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif dengan mempertimbangkan peraturan perundang-
undangan dan perbandingan. Penelitian ini berfokus pada ketentuan yang mengatur
dan pemenuhan hak upah dalam keadaan force majeure, seperti yang ditunjukkan
dalam Putusan Nomor 311/Pdt.Sus-PHI/2022/Jkt.Pst dan Putusan Nomor
274/Pdt.Sus-PHI/2021/Jkt.Pst. Penulis kemudian dapat menyimpulkan dari hasil
penelitian bahwa, khususnya dalam keadaan force majeure, penyesuaian hak upah
dapat dilakukan dengan disertai oleh kesepakatan para pihak pekerja dan pemberi
kerja untuk menghindari perselisihan.

Kata kunci : Hak Upah, Perselisihan Hubungan Industrial, Force Majeure



ABSTRACT

The 1945 Constitution regulates the right to wages as one of the constitutional rights
of workers. However, in employment relationships, the right to wages often
becomes a reason for disputes over rights. In case number 311/Pdt.Sus-
PHI/2022/Jkt.Pst, the dispute began with the deduction of workers' wages in a force
majeure situation due to the covid-19 pandemic without any agreement from the
workers. Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages Article 57
does not align with this. Next, in this research, the author compares this case with a
similar case that occurred in the decision 274/Pdt.Sus-PHI/2021/Jkt.Pst. These
cases differ in terms of the fulfillment of final wage rights. As a result, the author
compared the two cases. This research uses a normative legal research method by
considering legislation and comparison. This research focuses on the provisions
regulating and fulfilling wage rights in cases of force majeure, as demonstrated in
Decision Number 311/Pdt.Sus-PHI/2022/Jkt.Pst and Decision Number
274/Pdt.Sus-PHI/2021/Jkt.Pst. The author can then conclude from the research
findings that, particularly in cases of force majeure, wage adjustments can be made
with the agreement of both parties the workers and the employers to avoid disputes.

Keywords: Wage Rights, Industrial Relations Disputes, Force Majeure
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